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MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN

NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum 
Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024
	Pemohon
	:
	Rohani Vanath dan Madja Rumatiga, S.E 
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur  dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024 Nomor Urut 2)

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur 

	Pihak Terkait
	:
	Fachri Husni Alkatiri dan Muh. Miftah T Rumarey Wattimena 

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024 Nomor Urut 1)

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi: 

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; 

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya; 

Dalam Pokok Permohonan: 

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

	Tanggal Putusan
	:
	 Rabu, 5 Februari 2025



	Ikhtisar Putusan
	:
	



Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Termohon tidak melaksankan rekomendasi Panwas Kecamatan untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Kilkoda dan TPS 01 Desa Lahema. Selain itu, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS di TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela; TPS 01 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur; TPS 01 dan TPS 02 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom; TPS 01 dan TPS 08 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom; TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, dan TPS 07 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom; dan TPS 01 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela. Selanjutnya, menurut Pemohon, Ketua dan Anggota KPPS berkeberatan untuk menghitung surat suara sebelum pemungutan suara dilakukan, dan ketika proses pemungutan suara ternyata terdapat kekurangan surat suara untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sementara ada sisa surat suara untuk jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang terjadi di TPS 02 Desa Kataloka Kecamtan Pulau Gorom. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, Tanggal 8 Desember Tahun 2024; memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Melakukan Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 pada TPS 2 Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur, TPS 01 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela, TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela, TPS 01 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur, TPS 01 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, TPS 02 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, TPS 01 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, TPS 02 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, TPS 03 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, TPS 04 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, TPS 05 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, TPS 06 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, TPS 07 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, TPS 08 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, TPS 01 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela, dan TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela; serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakanakan isi putusan ini.


Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon bukanlah mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur 1556/2024), bertanggal 8 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur 1556/2024 pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 08.10 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.


Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahklamah akan mempertimbangkan apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 dan apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.


Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 897 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dan Keputusan Termohon Nomor 898 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua). Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.


Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah 139.777 (seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah 2% x 84.020 (total suara sah) = 1.680 suara. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah 21.993 suara – 21.365 suara = 628 suara (0,7%) atau kurang dari 1.680 suara. 


Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024 serta Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.



Selanjutnya, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan denga pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sebagai berikut.

Bahwa Pemohon perlu membuktikan dalil pada pokok permohonannya, namun Pemohon terlebih dahulu harus dapat menguraikan dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK)  dan Pasal Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam bagian posita, Mahkamah menemukan sebagai berikut.

1. Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan berapa jumlah suara yang benar menurut Pemohon untuk Pemohon dan Pihak Terkait. Pemohon hanya memuat tabel perolehan suara dari masing-masing pasangan calon berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Pemohon hanya mendalilkan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Fachri Husni Alkatiri, Lc., M. Si dan Muhahammad Mifta Thoha Wattimena, S.IP., M.A sebanyak 21.993 suara diperoleh dengan cara-cara yang curang, dan melanggar asas demokrasi serta dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). Namun, dalam hal ini Mahkamah tidak dapat mengetahui di mana letak perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut versi Termohon dan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, untuk kemudian dibandingkan dan diuji kebenarannya melalui fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karena itu, berkenaan dengan posita tersebut, Mahkamah tidak dapat memahami berapa sesungguhnya jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dan suara sah yang didalilkan oleh Pemohon. 

2. Meskipun Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan menyebutkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di 15 TPS sebagaimana dalil dalam permohonan, Pemohon juga tidak dapat menguraikan dan menjelaskan apakah pelanggaran yang bersifat TSM tersebut signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti hubungan sebab akibat adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM apabila dikaitkan dengan perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon. Terlebih lagi Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pemohon dan Pihak Terkait.
Lebih lanjut, berkenaan dengan renvoi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam persidangan pada tanggal 13 Januari 2025, terkait dengan penambahan kata “ulang” pada frasa “… untuk melakukan Pemungutan Suara …” pada petitum angka 3 dan renvoi pada frasa “Seram Bagian Barat” yang diubah menjadi frasa “Seram Bagian Timur” pada petitum angka 4 permohonan Pemohon. Dalam kaitan dengan renvoi dimaksud tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbaikan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama masa tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Sehingga, menurut Mahkamah renvoi terhadap petitum pada angka 3 dan pada angka 4 dimaksud telah melewati tenggang waktu sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (1) PMK a quo. Terlebih menurut Mahkamah, renvoi tersebut bukan sekadar kesalahan ketik (typo) atau kesalahan yang sifatnya minor, tetapi merupakan perubahan yang bersifat substansial, sehingga tidak dibenarkan karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak. Terlebih lagi, terkait petitum pada angka 4 permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Seram Bagian Barat untuk melaksanakan putusan a quo. Permohonan Pemohon tersebut jelas akan mengubah secara substansi, sehingga tidak dapat ditoleransi karena terkait dengan locus KPU yang diperintahkan Mahkamah untuk melaksankan Keputusan KPU Nomor 1556 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu KPU Kabupaten Seram Bagian Timur. Dengan adanya kesalahan rumusan Petitum pada angka 4, menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas. Kemudian berkenaan dengan petitum pada angka 2 dan pada angka 3 dalam permohonan, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024, namun Petitum pada angka 3 Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur pada 15 TPS sebagaimana termuat dalam petitum pada angka 3 permohonan Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, Petitum pada angka 2 yang meminta pembatalan objek perselisihan secara keseluruhan tanpa menggunakan kata “sepanjang” untuk membatasi jumlah TPS yang diminta untuk dibatalkan sebagaimana tercantum dalam Petitum pada angka 3, sehingga menurut Mahkamah petitum yang diminta oleh Pemohon tersebut saling bertentangan (kontradiktif) sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan jika permohonan a quo dikabulkan. Terlebih terdapat ketidakjelasan mengenai KPU yang dimintakan untuk melaksanakan perintah Mahkamah pada petitum angka 4 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan adanya rumusan petitum demikian, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
Dalam Eksepsi: 

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; 

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya; 

Dalam Pokok Permohonan: 


Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
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